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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dan Whistleblowing System terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan
moralitas individu sebagai variabel moderasi pada pemerintah desa di Kecamatan Anggrek,
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur desa di Kecamatan Anggrek, dengan
jumlah sampel sebanyak 76 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling.
Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier
berganda serta Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan program SPSS. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan
terhadap pencegahan fraud, sedangkan Whistleblowing System tidak berpengaruh signifikan terhadap
pencegahan fraud. Secara simultan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Whistleblowing
System berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan kontribusi sebesar 43,4%. Selain
itu, moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
maupun Whistleblowing System terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Temuan
ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian intern merupakan faktor penting dalam upaya
pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Whistleblowing System, Pencegahan Fraud,
Moralitas Individu, Dana Desa.

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Government Internal Control System (GICS) and
Whistleblowing System on fraud prevention in village fund management, with individual morality as
a moderating variable in village governments in Anggrek District, North Gorontalo Regency,
Gorontalo Province. This study employed a quantitative approach using a survey method. The
population consisted of village officials in Anggrek District, with a sample of 76 respondents selected
through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed through multiple
linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of SPSS software.
The results indicate that the Government Internal Control System has a significant effect on fraud
prevention, while the Whistleblowing System does not have a significant effect on fraud prevention.
Simultaneously, the Government Internal Control System and Whistleblowing System significantly
affect fraud prevention, contributing 43.4% to the variation in fraud prevention. Furthermore,
individual morality is unable to moderate the influence of either the Government Internal Control
System or the Whistleblowing System on fraud prevention in village fund management. These
findings suggest that strengthening the internal control system is a crucial factor in preventing fraud in
village fund management.

Keywords: Government Internal Control System, Whistleblowing System, Fraud Prevention,
Individual Morality, Village Funds.
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PENDAHULUAN

Kecurangan (fraud) masih menjadi persoalan serius di banyak negara, termasuk
Indonesia. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mendefinisikan fraud
adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan
yang tidak baik, dilakukan melalui penipuan, misrepresentasi, atau penyembunyian fakta
material. ACFE mengklasifikasikan fraud ke dalam tiga kategori utama, yaitu
penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan (Wiranti et al., 2022).

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan perbandingan penindakan kasus
korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2020 hingga
2024. Hal ini untuk melihat gambaran secara umum penindakan kasus korupsi yang
dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan jumlah kasus korupsi yang disidik, dan jumlah
aktor yang ditetapkan sebagai tersangka (Anandya & Ramadhana, 2024).
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Gambar 1 Tren Korupsi Tahun 2020-2024
Sumber: https://www.antikorupsi.org/id

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW, 2024), tren korupsi di Indonesia
dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada
tahun 2020 tercatat sebanyak 444 kasus dengan 875 tersangka, kemudian meningkat di tahun
2021 menjadi 533 kasus dengan 1.173 tersangka. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun
2022 dengan 579 kasus dan 1.396 tersangka, serta mencapai puncaknya pada tahun 2023
dengan 791 kasus dan 1.695 tersangka. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang
cukup tajam yaitu 364 kasus dengan 888 tersangka. Data tersebut mengindikasikan bahwa
meskipun terdapat upaya pemberantasan korupsi, jumlah kasus dan tersangka masih
menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, khususnya dengan lonjakan signifikan pada tahun
2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius dalam
tata kelola pemerintahan.
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Gambar 1 Tren 10 Sektor Teratas yang Dikorupsi Pada Tahun 2024
Sumber: https://www.antikorupsi.org/id

Sebagaimana tren pada tahun-tahun sebelumnya, sektor desa menjadi sektor dengan
jumlah kasus korupsi tertinggi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun
2024. Tercatat sebanyak 77 kasus dengan 108 tersangka. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pengelolaan keuangan di sektor desa masih menghadapi berbagai tantangan dan rawan
terhadap penyimpangan.

Kasus korupsi di sektor desa juga terjadi di Provinsi Gorontalo khususnya di
Kecamatan Anggrek. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri
Gorontalo (SIPP.PN-Gorontalo, 2022) terdapat kasus yang melibatkan mantan Kepala Desa
Tolango periode 20162020, yang terbukti menyalahgunakan dana desa tahun anggaran
2019-2020 dengan kerugian negara mencapai Rp 550.972.569. Modus yang dilakukan adalah
memerintahkan bendahara menyerahkan dana desa kepada Kepala Desa tersebut untuk
kemudian digunakan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor
20 Tahun 2018, serta dipakai untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan sehari-hari dan
investasi nikel. Kasus serupa juga terjadi di Desa Langge, Kecamatan Anggrek. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pada tahun anggaran 2019-2020 mantan Kepala Desa
secara sepihak mengambil alih proses pencairan dan penggunaan dana desa dengan
memerintahkan bendahara untuk menyerahkan seluruh dana yang ditarik dari bank SuluGo
kepadanya. Kepala desa tersebut juga terbukti menggunakan sebagian dana desa untuk
kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan sejumlah kegiatan desa tidak terlaksana dan
menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 340.039.525.

Bahkan di Desa Popalo ditemukan indikasi penyalahgunaan dana desa. Dikutip dari
ANTERONESIA.ID dan GOTIMES, 2025 terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran dana
desa yang mengalihkan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2021 ke pos lain
yang tidak sesuai peruntukannya, yakni untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas dan
bimbingan tekniks BUMDes di Jakarta. Pengalihan anggaran ini bertentangan dengan
ketentuan penggunaan dana desa yang seharusnya diarahkan untuk membantu keluarga
penerima manfaat yang terdampak secara ekonomi. Tindakan tersebut menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara prinsip tata kelola keuangan yang baik dengan praktik dilapangan.

Pencegahan fraud dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh
Nuraini et al., (2025) menemukan bahwa pencegahan fraud dipengaruhi oleh budaya
organisasi, whistleblowing system, dan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, Zulfa &
Rakhmawati, (2023) menemukan bahwa whistleblowing system dan kepekaan moral juga
mempengaruhi pencegahan fraud. Erika et al., (2024) menemukan bahwa penyajian laporan
keuangan desa dan lingkungan pengendalian juga menjadi faktor yang mempengaruhi fraud.
Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) mengungkapkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan
whistleblowing system merupakan faktor yang dapat mendukung pencegahan fraud. Selain
itu, Putri et al., (2024) menemukan bahwa pencegahan fraud dipengaruhi oleh kompetensi
aparatur. Livia et al., (2024) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal dan good
government governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud. A. Z. Putri & Prasiwi,
(2021) menyatakan bahwa pencegahan fraud dipengaruhi oleh moralitas dan sistem
pengendalian internal. Sementara itu, Buato et al., (2024) juga mengkaji beberapa faktor yang
mempengaruhi pencegahan fraud, yaitu pengendalian internal dan kecerdasan spiritual.

Penelitian ini memfokuskan pada dua faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud,
yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan whistleblowing system. Pemilihan variabel
sistem pengendalian intern pemerintah didasarkan pada perannya sebagai instrumen utama
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dalam mencegah terjadinya fraud. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60
Tahun (2008), Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal diperlukan untuk mencegah
dan menjaga agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Mahmud et al., 2025).
Penelitian yang dilakukan oleh Suasri et al., (2025) menyatakan bahwa Upaya pencegahan
fraud dapat dicapai dengan penerapan pengendalian internal yang lebih efisien dalam suatu
organisasi. Salah satu komponen kunci dari pengendalian internal adalah monitoring kegiatan
yang mencakup evaluasi secara berkala. Semakin baik sistem pengendalian internal maka
akan mencegah tindakan kecurangan dalam organisasi. Begitupun sebaliknya, jika sistem
pengendalian internalnya buruk, maka akan memicu siapapun untuk melakukan kecurangan.

Selain sistem pengendalian intern pemerintah, variabel whistleblowing system juga
sangat penting dalam mendukung pencegahan fraud. Mahdi & Darwis (2020) dalam
Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) whistleblowing system merupakan sarana bagi pelapor
untuk melaporkan tindakan kecurangan di organisasi. Adanya whistleblowing system juga
menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melaporkan tindak kecurangan tanpa adanya
kekhawatiran karena kerahasiaan data terjamin dan diharapkan banyak masyarakat yang
melaporkan tindakan kecurangan sehingga dapat mencegah dan memutus mata rantai fraud
(Kivaayatul Akhyaar et al., 2022). Dengan adanya mekanisme pelaporan yang efektif,
pengawasan dapat dilakukan secara partisipatif, sehingga meningkatkan transparansi dan
mempersempit ruang bagi pelaku kecurangan. Namun, jika whistleblowing system tidak
berfungsi, maka peluang terjadinya kecurangan akan semakin besar.

Namun, pencegahan fraud tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada
moralitas individu. Moralitas individu dapat dikatakan sebagai kemampuan individu dalam
memahami benar tidaknya dalam bertindak. Moralitas individu yang baik dapat menjadi
pengendalian diri untuk menolak perbuatan kecurangan. Pengendalian internal efektif,
didukung dengan moralitas tinggi, dapat membantu mencegah kecurangan laporan keuangan
dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih terarah, terukur, dan diawasi dengan
baik (Suasri et al., 2025). Wuryandini et al., (2024) menyatakan bahwa Aparatur desa yang
berani melaporkan atau dalam hal ini disebut whistleblower akan cenderung melakukan
pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa seminimal mungkin dengan cara melaporkan
tindak fraud yang terjadi di lingkungan kerjanya dengan didasari moralitas yang tinggi, akan
tercipta lingkungan kerja yang kondusif, jujur, dan terbuka. Sesuai dengan teori L.Kohlberg
& R.Kramer, (1969), cerminan moral aparatur desa dapat dilihat dari pikiran dan tingkah
lakunya. Seorang aparatur desa yang whitleblower akan cenderung bertanggungjawab
terhadap lingkungan kerja yang bersih dari fraud. Semakin tinggi moralitas individu, semakin
besar kemungkinan untuk tidak terlibat dalam penggelapan dana desa (Kusumaningrum &
Waulandari, 2023). Oleh karena itu, moralitas individu berperan penting dalam memperkuat
atau memperlemah efektivitas sistem pengendalian intern maupun sarana (pelaporan
terjadinya fraud) whistleblowing system. Berdasarkan penjelasan teori tersebut, moralitas
individu dipandang memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku whistleblower
dalam mengungkap tindakan kecurangan. Oleh karena itu, moralitas individu dianggap
relevan untuk dijadikan sebagai variabel pemoderasi, sehingga peneliti tertarik menggunakan
moralitas individu sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antarvariabel
tersebut masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Suasri et al.,
(2025) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap
pencegahan fraud, sementara whistleblowing system tidak menunjukkan pengaruh dalam
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pencegahan fraud. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2024),
hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan
whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana
desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wuryandini et al., (2024) mengindikasikan bahwa
whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa mendapatkan
hasil tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020) juga
menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap
pencegahan fraud, whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Selain itu, peran moralitas individu sebagai variabel moderasi juga menunjukkan hasil
yang beragam. Dalam penelitian Suasri et al., (2025), moralitas individu memperkuat
pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, tetapi tidak memoderasi
hubungan whistleblowing system dengan pencegahan fraud. Penelitian Putri et al., (2024)
justru menemukan bahwa moralitas tidak memoderasi hubungan sistem pengendalian internal
maupun whistleblowing system terhadap pencegahan fraud. Penelitian Wuryandini et al.,
(2024) mengindikasikan bahwa Moralitas tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi
pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan
desa. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020) mengungkapkan
bahwa moralitas individu mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal
terhadap pencegahan fraud, dan moralitas individu memoderasi pengaruh whistleblowing
system terhadap pencegahan fraud.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk
menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Whistleblowing System
terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai
variabel moderasi. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo
Utara, Provinsi Gorontalo. Populasi penelitian adalah seluruh aparatur desa yang terlibat
dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Anggrek. Sampel penelitian berjumlah 76
responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria aparatur
desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert
lima poin. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Whistleblowing System, variabel dependen adalah pencegahan fraud dalam
pengelolaan dana desa, sedangkan moralitas individu berperan sebagai variabel moderasi.
Analisis data dilakukan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) dengan tahapan uji kualitas data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,
multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis
melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R?), serta pengujian variabel moderasi
menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Tingkat signifikansi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 5% (a = 0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 76

Normal Parameters®” Mean .0000000
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Std. Deviation 9173.97769314
Most Extreme Differences Absolute .086
Positive .086
Negative -.086
Test Statistic .086
Asymp. Sig. (2-tailed)° .200°
Monte Carlo Sig. (2-tailed)® | Sig. A71
99% Confidence Interval Lower Bound 161
Upper Bound .181
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan table 1, diketahui bahwa pengujian normalitas menunjukkan nilai
Asymp. Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,200 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai
tersebut lebih besar dati tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data

terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients®
Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 | (Constant)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 572 1.749
Whistleblowing System .715 1.399
Moralitas Individu .660 1.516
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Tolerance dari masing-masing variabel
> 0,10 dan nilai VIP < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak
terjadi masalah multikolinearitas atau tidak ada korelasi antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Regression Studentized Residual

Scatterplot
Dependent Variable: Y

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
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Berdasarkan gambar diatas, hasil dari pengujian heteroskedastisitas menunjukkan
bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk
pola tertentu dan tidak ada pola yang jelas. Sehingga jika dilihat dari gambar tersebut tidak
terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 5070.417 7620.863 .665 .508
Sistem Pengendalian Intern .894 .161 .564 5.549 .000
Pemerintah
Whistleblowing System 422 .250 A72 1.688 .096

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Berganda

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
((X_1)) dan Whistleblowing System ((X 2)) memiliki pengaruh positif terhadap Pencegahan
Fraud ((Y)). Setiap peningkatan pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan
meningkatkan efektivitas pencegahan fraud sebesar 0,894 satuan, sedangkan peningkatan
pada Whistleblowing System akan meningkatkan pencegahan fraud sebesar 0,422 satuan.
Dengan demikian, semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
Whistleblowing System, maka semakin efektif pula upaya pencegahan fraud dalam
pengelolaan dana desa.

5. Pengujian Hipotesis
a) Uji Parsial (t)
Tabel 4 Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 5070.417 7620.863 .665 .508
Sistem Pengendalian Intern .894 161 .564 5.549 .000
Pemerintah
Whistleblowing System 422 .250 A72 1.688 .096

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,688 < t-tabel
1,993 dan nilai signifikansi 0,096 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel
whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam
pengelolaan dana desa, sehingga H2 ditolak.
b) Uji Simultan (F)

Tabel 5 Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA?®
Model Sum of Squares | df | Mean Square ‘ F ‘ Sig.
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1 Regression 6252439064.322 2| 3126219532.161 29.733 .000°
Residual 7675347972.876 73| 105141753.053
Total 13927787037.197 75

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Berdasarkan tabel 5, didapat nilai F-hitung sebesar 29,733 > F-tabel 2,73 dan nilai
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara
simultan antara sistem pengendalian intern pemerintah dan whistleblowing system terhadap
pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sehingga H3 diterima.
¢) Uji Koefisien Determinasi (R?)
Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)

Model Summary

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 .670° 449 434 10253.865

a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut, menunjukkan nilai Adjusted R
Square sebesar 0,434 atau sebesar 43,4%. Nilai tersebut menunjukan bahwa variabel sistem
pengendalian intern pemerintah dan whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan
fraud dalam pengelolaan dana desa sebesar 43,4%, sedangkan sisanya yaitu 56,6% dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak diteliti.

6. Hasil Uji MRA
a) Pengujian Moderasi Pertama

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 13266.549 35480.264 374 .710
Sistem Pengendalian Intern 416 .710 .263 .586 .560
Pemerintah
Moralitas Individu .655 1.422 .226 460 647
SPI*MI 9.996E-6 .000 .301 .367 714

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 7 Hasil Uji Moderasi Pertama

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 7, menunjukkan bahwa
variabel sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan fraud dalam
pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,560 > 0,05. Lebih lanjut, variabel
moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,647 > 0,05. Selanjutnya, nilai signifikansi untuk variabel interaksi
sistem pengendalian intern pemerintah dan moralitas Individu terhadap pencegahan fraud
dalam pengelolaan dana desa sebesar 0,714 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel
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moralitas individu termasuk dalam kategori homologiser moderasi. Hal ini menunjukkan
bahwa moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern
pemerintah terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sehingga H4 ditolak.

b) Pengujian Moderasi Kedua

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) -34897.766 37594.560 -.928 .356
Whistleblowing System 1.987 1.272 .809 1.561 123
Moralitas Individu 3.111 1.415 1.074 2.199 .031
WBS*MI -5.117E-5 .000 -915 -1.101 275

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 8 Hasil Uji Moderasi Kedua

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.16, menunjukkan bahwa nilai
signifikansi untuk variabel whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam
pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,123 > 0,05. Untuk variabel
moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,031 < 0,05. Selanjutnya variabel interaksi whistleblowing system dan
moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa memiliki nilai
signifikansi 0,275 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa, variabel moralitas individu dalam
pengujian ini termasuk dalam ketegori predictor moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa
Moralitas Individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud tetapi tidak mampu memoderasi
pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa,
sehingga HS ditolak.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa sehingga
hipotesis pertama diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SPIP,
semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud. Indikator yang memperoleh nilai tertinggi
terdapat pada aspek komunikasi internal, struktur organisasi yang jelas, serta penerapan
integritas dan kode etik aparatur desa. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa
kendala dalam implementasinya sehingga efektivitas pengendalian belum berjalan secara
optimal. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian
internal mampu mengurangi peluang terjadinya penyimpangan melalui mekanisme
pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system tidak berpengaruh
signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa sehingga hipotesis kedua
ditolak. Meskipun sistem pelaporan telah berada pada kategori baik, implementasinya belum
optimal karena masih terdapat keraguan aparatur desa dalam melaporkan pelanggaran,
rendahnya kepercayaan terhadap perlindungan pelapor, serta belum maksimalnya
pemanfaatan saluran pelaporan yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan whistleblowing
system belum mampu berfungsi secara efektif sebagai sarana pencegahan fraud dalam
pengelolaan dana desa.
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
whistleblowing system secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud
dalam pengelolaan dana desa sehingga hipotesis ketiga diterima. Kedua variabel tersebut
memberikan kontribusi sebesar 43,4% terhadap pencegahan fraud, sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa
pencegahan fraud memerlukan kombinasi antara pengendalian internal yang kuat dan sistem
pelaporan pelanggaran yang memadai guna menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih
transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil uji moderasi, moralitas individu tidak mampu memoderasi
pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencegahan fraud sehingga
hipotesis keempat ditolak. Moralitas individu termasuk dalam kategori homologiser
moderator karena tidak memperkuat hubungan antara SPIP dan pencegahan fraud. Temuan
ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern lebih dipengaruhi oleh
mekanisme formal organisasi seperti pengawasan, prosedur kerja, dan pembagian tugas
dibandingkan oleh tingkat moralitas individu aparatur desa.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu juga tidak
mampu memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud sehingga
hipotesis kelima ditolak. Moralitas individu termasuk dalam kategori predictor moderator
karena hanya berpengaruh langsung terhadap pencegahan fraud, tetapi tidak memperkuat
hubungan antara whistleblowing system dan pencegahan fraud. Temuan ini mengindikasikan
bahwa keberanian aparatur desa untuk melaporkan pelanggaran tidak hanya ditentukan oleh
moralitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem pelaporan,
perlindungan pelapor, dan kondisi lingkungan organisasi.

KESIMPULAN

1. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh siginifikan terhadap pencegahan
fraud dalam pengelolaan dana desa.

2. Whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan firaud dalam
pengelolaan dana desa.

3. Sistem pengendalian intern pemerintah dan whistleblowing system berpengaruh secara
simultan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

4. Moralitas individu tidak mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap
pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

5. Moralitas individu tidak mampu memoderasi whistleblowing system terhadap pencegahan
fraud dalam pengelolaan dana desa.

6. Dalam Uji Koefisien Determinasi menunjukan nilai Adjusted R Square sebesar 0,434 atau
sebesar 43,4%. Nilai tersebut menunjukan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal
dan Whistleblowing System berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan
Dana Desa sebesar 43,4%, sedangkan sisanya yaitu 56,6% dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak diteliti.
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